LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL

Tahun: 2010 Nomor: 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Mengingat

1.
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Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperolah
persetujuan bersama;
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) sebaimana dimaksud dalam huruf a,
merupakan perwujudan dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2010 yang
dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang
dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal
Nomor : 900/01607/2009

170/07/2009 tentang Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran
2010 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah
Kabupaten Tegal dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor :
900/01608/2009

170/08/2009 tentang Prioritas
dan Plafon Anggaran (PPA) Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tegal Tahun Anggaran 2010;
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran
2010.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Tengah;



-3-

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor  3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan  Pemerintah Yang
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

10.
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Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);



11.

12.

13.

14.

15.

-5-

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor );

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Tegal dan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Tegal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3321);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



23.

24,

25.

26.

27.

28.
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Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi  Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi  Perangkat  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972 );
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten  Tegal (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pola Organisasi
Pemerintah Daerah  (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 21);

30. Paraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan daerah
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi
Pemerintah Daerah  (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Nomor 33);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL,

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun
Anggaran 2010 sebagai berikut :
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a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi

1. Pendapatan Daerah : Rp. 888.542.095.000,00 Hasil Bukan Pajak Rp. 53.978.588.000,00
. Dana Alokasi Umum Rp. 640.042.082.000,00
2. Belanja Daerah: Rp. 927.855.988.000,00 c. Dana Alokasi Khusus Rp. 59.002.900.000,00
Surplus/ (Defisit) Rp. (39.313.893.000,00)
(4) Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
3. Pembiayaan Daerah : pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Penerimaan Rp. 43.491.843.000,00 a. Hibah sejumlah Rp. 117.012.000,00
b. Pengeluaran Rp. 4.177.950.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari
Pembiayaan Neto Rp. 39.313.893.000,00 Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya sejumlah Rp. 33.249.247.000,00
Sisa Lebih Anggaran c. Bantuan Keuangan dari
Tahun Berkenaan : Rp. 0,00 Provinsi atau dari Pemerintah
Daerah Lainnya sejumlah Rp. 27.848.201.000,00
Pasal 2
Pasal 3
(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari : (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 74.304.065.000,00 dari :
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 753.023.570.000,00 a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 678.488.125.000,00
c. Lain lain Pendapatan daerah b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 249.367.863.000,00
yang sah Rp. 61.214.460.000,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja:
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 554.058.521.000,00
a terdiri dari jenis pendapatan : b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 368.688.000,00
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 15.556.039.000,00 c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 47.454.300.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 10.307.884.000,00 d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 30.212.849.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan e. Belanja Bagi Hasil Kepada
daerah yang Dipisahkan Provinsi/Kabupaten/Kota dan
sejumlah Rp.  4.405.341.000,00 Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 972.596.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli f. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Daerah yang Sah Rp. 44.034.801.000,00 Provinsi/Kabupaten/
Kota/ dan Pemerintahan Desa
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf sejumlah Rp. 42.921.171.000,00

b terdiri dari jenis pendapatan : g. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.500.000.000,00
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 27.636.896.646,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 125.497.753.254,00

c. Belanja Modal sejumlah Rp. 96.233.213.100,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 43.491.843.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan
sejumlah Rp. 4.177.950.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan :
a. SiLPA Tahun Anggaran
sebelumnya sejumlah Rp. 36.991.843.000,00
b. Hasil Penjualan Kekayaaan
Daerah yang Dipisahkan
sejumlah Rp. 4.500.000.000,00
c. Penerimaan Kembalai
Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 2.000.000.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf
b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Penyertaan Modal ( investasi)
b. Pemerintah Daerah Sejumlah  Rp. 3.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang
sejumlah Rp. 177.950.000,00
d. Pemberian dana talangan Rp. 1.000.000.000,00
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Pasal 5

Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 6

Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

4. Memiliku dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

w

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiranl Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
2. Lampiranll Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran IlI Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat
Daerah, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan ;
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4.  Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Program dan
Kegiatan ;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII  Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)

9. LampiranIX Daftar Prakiraan Penambahan dan
pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Prakiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset lainnya;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya Yang Belum diselesaikan dan
Dianggarkan  Kembali dalam  Tahun
Anggaran ini;

12.  Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;

13. Lampiran XllII  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah.

Pasal 8
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun
Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 4 Pebruari 2010
BUPATI TEGAL,
Cap. Ttd
AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,
Cap. Ttd
SRIYANTO HP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010
NOMOR 2



